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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

747 JL. Lapangan Bekasi Tengah No.2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NASIONAL I SESUAI PERWAL
NOMOR 33 TAHUN 2013 PASAL 16 AYAT 2.

NOMOR : 425.11/ O -DIK.2

Berdasarkan Surat dari Kepala Sekolah SMA Nasional | Nomor 028/1.04.074/PERM/
KIr2014 tanggal 13 Nopember 2015 perihal Permohonan |zin Registrasi lzin Operasional
Sekolah yang mengacu pada Perwal Nomor 33 tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2, tentang Izin
Operasional seliap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke
Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berikut kelengkapan berkas pengurusan registrasi izin operasional berupa :

Surat permohonan dari yayasan;

Foto Copy SK izin operasional yang masih berlaku;
Foto Copy SK izin memimpin yang masih berlaku;
Foto Copy SK Akreditasi,

Foto Copy Akta yayasan;

Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

Profil sekolah;

Rekomendasi dari Pengawas Binaan.
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Dengan ini kami memberikan registrasi izin operasional pendirian Sekolah
Menengah Atas (SMA) Nasional | yang berlokasi di Jalan Raya Hankam Bojong Mangka Pondok
Melati Kota Eekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau
kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, (/ fz&/ AOlS
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1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,

2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah
Kemendikbud di Jakarta,

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

4, Walikota Bekasi;

5. Inspektur Kota Bekasi.



